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A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi
syariah di Indonesia menjadikan peluang besar bagi lembaga keuangan
berbasis syariah untuk turut maju dan berkembang. Menurut DSN-MUI
terdapat tiga pilar ekonomi syariah yakni sektor riil, lembaga keuangan
bebas riba, dan zakat. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan
Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan
produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai
lembaga keuangan syariah.!

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) terdiri dari dua kelompok
lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan
berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank
mencakup Bank Umum Syari’ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syari’ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk
bank adalah Unit Usaha Syari’ah (UUS) dan Bait al Mal wa al Tamwil
(BMT)?.  Sejak  disahkannya  Peraturan = Pemerintah ~ Nomor
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, maka semua kegiatan

usaha yang berbadan hukum koperasi syariah harus mengubah namanya

! Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2010), 29.
2 Hadin Nuryadin, BMT dan Bank Islam. Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160.



menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau
Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS-KSU).

Dewasa ini kehidupan ekonomi modern tidak dapat dilepaskan dari
aspek dan tujuan pemberian modal sebagai upaya riil untuk mengangkat
aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha di kalangan para
pengusaha sebagai pelaku usaha atau UMKM, baik yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan
membantu proses pemerataan pendapatan masyarakat. Pada umumnya
untuk mendapatkan tambahan dana, UMKM harus berhubungan dengan
bank. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data terakhir yang
diperoleh dari Kemenkop UMKM, baru sekitar 19-21% UMKM yang
memperoleh pembiayaan dari perbankan.?> Melihat hal tersebut, KSPPS
atau USPPS dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk
UMKM. Selain itu, fungsi lembaga keuangan dapat pula dimanfaatkan
oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti untuk
pemenuhan kebutuhan konsumtif yang berupa kendaraan, alat elektronik,
tempat hunian, dan lain-lain.

Koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki
fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus

berlandaskan syariat Islam. Secara teologis, keberadaan koperasi syariah

3 Feby Novalius, “Kemenkop UKM Buat Koperasi Simpaan Pinjam Syariah”,
http://economy.okezone.com/read/2016/01/28/320/1299118/kemenkop-ukm-buat-koperasi-
simpan-pinjam-syariah, 28 September 2016.



didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 2, yang menganjurkan untuk saling

tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya.

o
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”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran....”

Koperasi syariah mengandung dua unsur di dalamnya, yakni
ta’auwun (tolong-menolong) dan syirkah (kerja sama). Dengan demikian,
koperasi syariah biasa disebut syirkatu at-tauniyyah, yaitu suatu bentuk
kerja sama tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama.®

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas
menarik dan mengelola dana masyarakat, dana yang telah terhimpun
kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan
dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan
kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam
pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak
bertentangan dengan tujuan koperasi syariah. Penghimpunan dana

dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro dengan prinsip

wadi’ah dan mudarabah.” Sedangkan dalam penyaluran dana dilakukan

4 Al-Qur’an, 5: 2.

5 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.
¢ Ali Rama, “Denyut Koperasi Syariah”, Republika (6 September 2012), 4.

" Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 118.



dengan beberapa macam akad seperti murabahah, salam, istishna’,
mudarabah, musyarakah, ijarah, dan gard?

Sebagaimana lembaga keuangan lainnya, produk pembiayaan yang
terdapat di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo® adalah pembiayaan
dengan akad musyarakah dan akad murabahah. Diantara kedua produk
tersebut yang paling diminati adalah produk murabahah. Murabahah
didefinisikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam bentuk jual
beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli
tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas
(harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang
tercermin dalam harga jual.!® Dalam hal ini koperasi syariah bertindak
sebagai penjual suatu komoditas tertentu yang diinginkan oleh pembeli
yaitu anggota koperasi syariah, sehingga dalam pembiayaan ini sangat
diperlukan prinsip kehati-hatian, kepercayaan, dan keterbukaan guna
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pembiayaan

bermasalah.

8 Ibid., 167.

? USPPS-KSU Jabal Rahmah merupakan koperasi syariah yang berdiri pada bulan Juni 2011 di
Buduran-Sidoarjo yang diprakarsai oleh Bapak Ahmad Muzakki. Lembaga ini saat ini masih
menggunakan nama  UJKS-KSU  Jabal Rahmah. Sejak  disahkannya  Permen
No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, UJIKS-KSU Jabal Rahmah juga harus mengubah namanya
menjadi USPPS-KSU-KSU Jabal Rahmah. USPPS-KSU Jabal Rahmah sempat ditutup beberapa
saat yang lalu, tepatnya pada tahun 2013, dikarenakan adanya benturan antara para pimpinan
koperasi yang mengakibatkan koperasi terpaksa harus ditutup lantaran sudah tak sejalan. Dengan
berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya pada akhir tahun 2014, yakni di bulan Desember,
USPPS-KSU-KSU Jabal Rahmah resmi berdiri kembali, dengan alamat kantor unit kerja yang
baru USPPS-KSU-KSU Jabal Rahmah berlokasi di Jalan Melati Nomor 12 Pulosari, Waru
Sidoarjo.

10 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.



Menurut Choudury, dominannya pembiayaan murabahah terjadi
karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan
lebih mengamankan bagi shareholder.!' Selain itu, dengan akad
murabahah LKS akan lebih mudah memprediksi tingkat keuntungan yang
akan diperoleh. Sedangkan jika dilihat dari sisi permintaan, pembiayaan
murabahah dinilai lebih simpel jika dibandingkan pembiayaan bagi hasil,
dan juga operasional murabahah dinilai memiliki kemiripan dengan
kredit, sehingga masyarakat telah terbiasa dengan mekanisme tersebut.!?

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan lembaga keuangan
dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu,
pengelolaan koperasi yang optimal dalam aktivitas pembiayaan
senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan
terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan
non performing loan (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang
bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga
keuangan syariah.!> Mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut,
untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar kualitas pembiayaan

haruslah dijaga dengan baik.

""" Asmi Nur Siwi Kusmiyati, “Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di
Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”, La Riba, Vol. I, No. 1 (Juli 2007), 28.

12 Latifatul Mufidah, “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah
pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2011" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Semarang,
2012), 3.

13 Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing
Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol 19, No. 1
(Maret 2012), 51



Untuk menjaga kualitas pembiayaan USPPS-KSU Jabal Rahmah
Sidoarjo dalam memberikan pembiayaan kepada anggota akan melakukan
proses penganalisaan terlebih dahulu, seperti melihat karakter mitra,
analisis keuangan mitra, struktur modal, kemampuan produksi, siklus
usaha, dan jaminan. Hal ini bertujuan agar hubungan antara koperasi
dengan anggota yang dibiayai berjalan dengan baik, dimana koperasi
selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi
anggotanya. Sebaliknya, koperasi juga menginginkan bahwa anggotanya
akan dapat membayar kembali angsurannya. Oleh karena itu, koperasi
tidak pernah menginginkan terjadinya kemacetan pembayaran angsuran
oleh pihak anggota pembiayaan. Namun, tidak menutup kemungkinan
setelah dananya direalisasikan oleh koperasi syariah, anggota tersebut
mengalami ketidaklancaran (wanprestasi).

Seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan juga akan
meningkatkan nilai rasio pembiayaan bermasalah, sedangkan koperasi
dituntut harus selalu mampu menekan seminimal mungkin nilai NPFnya
agar semakin rendah, sehingga pihak ketiga semakin percaya untuk
mengucurkan dana pada koperasi tersebut, sementara sebelum pihak
ketiga menanamkan dananya ia akan melihat terlebih dahulu rasio
likuiditas pada koperasi tersebut dengan melihat tingkat NPF. NPF yang
tinggi akan menyebabkan rasio likuiditas dana pihak ketiga semakin

rendah.


http://ahliperbankan.com/berapa-standar-gaji-karyawan-bank-mandiri-bank-bni-dan-bank-indonesia/
http://ahliperbankan.com/berapa-standar-gaji-karyawan-bank-mandiri-bank-bni-dan-bank-indonesia/
http://ahliperbankan.com/berapa-standar-gaji-karyawan-bank-mandiri-bank-bni-dan-bank-indonesia/

Berdasarkan kenyataan tersebut, pembiayaan merupakan salah satu
produk yang memiliki risiko cukup tinggi, diantarannya: side streaming
yakni kondisi dimana nasabah mempergunakan dananya bukan seperti
yang tertera dalam kontrak, lalai, melakukan kesalahan yang disengaja,
serta penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak
jujur. !4

USPPS-KSU Jabal Rahmah saat ini tengah menghadapi pembiayaan
bermasalah, dimana debitur yang mengajukan pembiayaan kepada
USPPS-KSU Jabal Rahmah mengalami kemacetan pembayaran. Hingga
akhir periode Agustus 2016, NPF USPPS-KSU Jabal Rahmah berada di
angka 3,34% yakni sebesar Rp. 88.960.886,- dari total pembiayaan yang
mencapai Rp.2.663.800.000.! Nilai tersebut dianggap cukup tinggi sebab
batas maksimal rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah
sebesar 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian
tingkat kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan.!®

Secara umum penyebab pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan
oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang
ada di dalam perusahaan sendiri yakni faktor manajerial. Berdasarkan
pengamatan yang telah penulis lakukan pembiayaan bermasalah di

USPPS-KSU Jabal Rahmah juga dinilai disebabkan oleh pihak internal

4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Central Bank of
Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 138-139.

15 UJKS-KSU Jabal Rahmah, Daftar Kolektabilitas KSU Jabal Rahmah (Sidoarjo: UJKS-KSU
Jabal Rahmah, 2016), 11.

16 Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing
Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”..., 52.



koperasi, diantaranya: dalam proses analisis pembiayaan USPPS-KSU
Jabal Rahmah dinilai masih belum maksimal terutama dari aspek
keuangan seperti kemampuan memperoleh untung, sisa-sisa pinjaman
anggota pada pihak lain, beban rutin di luar kegiatan usaha, dan arus kas
yang dianggap masih sederhana dan banyak yang hanya menggunakan
kira-kira.

Selain itu, juga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur
pembiayaan yakni pemberian pembiayaan yang melebihi batas plafond
maksimal USPPS-KSU Jabal Rahmah dan pemrosesannya yang tidak
sesuai Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku, sehingga
mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor penghambat
lainnya yakni lemahnya pengawasan pembiayaan yaitu tidak
dilakukannya pemantauan setelah terjadinya akad murabahah seperti
meninjau ulang pengadaan barang yang sesuai dalam kontrak perjanjian
untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana dari koperasi, AO
(Account Officer) kurang melakukan pembinaan terhadap anggota yang
bermasalah karena kurang jumlahnya atau kurang menguasai ilmu tentang
pembiayaan sendiri berkaitan dengan pengawasan dan pembinaaan,
anggota atau debitur yang tidak bisa dihubungi atau di temui dan jarak
tempat debitur atau tempat usaha debitur yang terlalu jauh.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar

kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, musibah,



kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, dan lain-lain.!”
Demikian pula yang terjadi di USPPS-KSU Jabal Rahmah, sejauh
pengamatan penulis pembiayaan bermasalah dinilai dominan disebabkan
oleh faktor eksternal di antaranya kondisi ekonomi anggota yang sedang
mengalami penurunan sehingga pendapatan juga menurun, akibatnya ia
tidak mampu melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran di
koperasi, selain itu terdapat penyalahgunaan dana oleh anggota yang
tidak sesuai dengan akad yang tertera dalam kontrak, dan kondisi nasabah
yang mendapat musibah seperti sakit sehingga dana yang seharusnya
digunakan untuk mengangsur pembiayaan terpaksa digunakan untuk
berobat terlebih dahulu. Selain masalah-masalah tersebut masih terdapat
masalah lain yang belum diketahui penulis.

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, karena pada
umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu
akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini, dari pihak koperasi
akan memperingatkan secara kekeluargaaan yakni melalui pembianaan
dan kunjungan ke kediaman anggota yang bermasalah, namun apabila
cara tersebut tetap belum mampu mengatasi maka akan dilakukan
tindakan revitalisasi kepada anggota yang dinilai layak untuk dilakukan
proses ini. Revitalisasi pembiayaan bermasalah merupakan salah satu
bentuk untuk menghindari risiko kerugian terhadap anggota yang tidak

mampu membayar kewajibannya. Dengan kata lain revitalisasi adalah

17 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 73.
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salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha anggota pembiayaan.
Revitalisasi pembiayaan bermasalah dilakukan atas anggota yang
memiliki prospek usaha atau mengalami penurunan kemampuan
membayar.'® Hal ini dilakukan karena tujuan dari revitalisasi pembiayaan
adalah agar dana yang disalurkan koperasi syariah melalui pembiayaan
tersebut dapat dikembalikan kepada koperasi sesuai dengan kesepakatan
awal dan diharapkan setelah dilakukan upaya revitalisasi anggota yang
memiliki kolekbilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan
dan macet dapat menjadi lancar.

Faktor-faktor yang mendukung upaya koperasi dalam melakukan
penanganan pembiayaan bermasalah melalui penemuhan kewajiban
penyediaan jaminan tambahan yaitu adanya isi perjanjian pembiayaan
yang mengikat antara koperasi dan anggota, selain itu yang perlu
diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah adanya
itikad baik anggota untuk membayar kewajibannya. Untuk melaksanakan
revitalisasi pembiayaan murabahah menggunakan cara-cara yang diatur di
dalam peraturan-peraturan revitalisasi pembiayaan bermasalah yang
selaras dengan prinsip Islam.!

Berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah di USPPS-

KSU Jabal Rahmah, penulis menemui sebuah kasus pada tempat

18 Faisal, “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko
Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 11 No. 3 (September 2011), 432.

1 Nur S. Bukhori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik (Banten: PAM Press, 2012), 205.
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penelitian yakni terdapat anggota (A) yang mengajukan pembiayaan
murabahah sebesar Rp. 50.000.000 padahal batas pembiayaan maksimal
di USPPS-KSU Jabal Rahmah adalah sebesar Rp. 20.000.000, dalam
jangka waktu satu hari pengajuan tersebut kemudian mendapat
persetujuan penyaluran pembiayaan untuk keperluan khitanan. Anggota
(A) tersebut menjaminkan setifikat tanah dan bangunan miliknya sebagai
syarat mendapatkan persetujuan pembiayaan. Namun ditengah
berjalannya waktu A mengalami permasalahan ekonomi yang
menjadikannya tidak mampu melunasi kewajibannya.

Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata A tidak menggunakan dana
yang diperolehnya sesuai dengan yang tertera dalam akad, akan tetapi
yang menggunakannya justru orang lain  (B) yang sebenarnya
memintanya melakukan pengajuan pembiayaan di USPPS-KSU Jabal
Rahmah. Kemudian dana tersebut oleh B digunakan untuk melunasi
hutangnya pada sebuah Bank Swasta. Dalam perjajian yang dilakukan
oleh dua orang tersebut, B berjanji akan melakukan pembayaran angsuran
setiap bulan di USPPS-KSU Jabal Rahmah atas nama A, namun ditengah
perjalanan B juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga ia tidak mampu
memenuhi janjinya dan A juga mengalami hal yang sama yakni usaha
dagangnya juga tengah mengalami penurunan pendapatan sehingga ia
juga tidak mampu melunasi kewajiban atas nama dirinya di USPPS-KSU

Jabal Rahmabh.
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Hal ini dapat dikategorikan telah terjadi pembiayaan bermasalah,
setelah keduanya menjelaskan duduk permasalahannya, koperasi
mengambil tindakan untuk melakukan restructuring yakni novasi. Novasi
ini terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama
yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya.? Dalam hal ini
koperasi menunjuk B untuk menjadi mitra baru yang akan menggantikan
mitra A dalam melakukan pelunasan di koperasi. Sedangkan syarat-syarat
yang harus diperhatikan dalam melakukan novasi salah satunya adalah
Novator harus memenuhi criteria 5C dengan aspek-aspek pembiayaan
lainnya, sama halnya seperti anggota baru serta harus memenuhi seluruh
legalitas usaha untuk dapat menjalankan aktivitas usahanya.’!
Sebagaimana diketahui bahwa B sedang mengalami kesulitan
perekonomian, namun koperasi tetap menjadikan B sebagai Novator
untuk menggantikan A dalam melunasi kewajibannya. Hal ini tentu akan
menjadi masalah kembali sebab kebijakan yang diambil koperasi belum
tepat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga berakibat
pembiayaan tersebut masih mengalami kemacetan hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara
mendalam tentang bagaimana pelaksanaan revitalisasi dalam menangani
pembiayaan bermasalah pada produk murabahah, apakah pelaksanaanya

sudah sesuai dengan konsep dan peraturan-peraturan restrukturisasi atau

20 Ali Hamdan & Saifuddin, Koperasi Syariah (Surabaya: STAINA Press, 2014), 80.

2L Tri Wahyuni & Desak Nyoman Sri Werastuti, “Prosedur Penyelesaia Pembiayaan Mikro
Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”, Vokasi Jurnal Riset Akuntansi, Vol.
2 No.2, (Oktober 2013), 186.
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revitalisasi yang berlaku atau belum, dan apakah dengan dilaksanakannya

kebijakan revitalisasi ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam

menangani pembiayaan bermasalah pada lembaga tersebut. Melihat

permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan

membahasnya dalam skripsi dengan judul “Implementasi dan Implikasi

Revitalisasi Pembiayaan Bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah

Sidoarjo’.

. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang

diidentifikasi yaitu:

1.

2.

Prosedur dalam pemberian pembiayaan rentan terhadap risiko.
Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah berasal dari

faktor internal dan eksternal koperasi.

. Bentuk-bentuk pembiayaan bermasalah dan upaya yang dilakukan

koperasi dalam menangani permasalahan tersebut.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelesaian pembiayaan
bermasalah.

Implementasi dan implikasi revitalisasi pembiayaan bermasalah di

USPPS-KSU Jabal Rahmabh.



14

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus serta mendapatkan hasil

yang cukup, maka penulis hanya membatasi pada tiga pokok

permasalahan saja, yaitu:

. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di USPPS-

KSU Jabal Rahmabh.
Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah USPPS-KSU

Jabal Rahmabh.

. Implementasi dan implikasi revitalisasi dalam menyelesaikan

pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmabh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis

dapat merumuskan sebagai berikut:

1.

Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di
USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo?

Apa langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah USPPS-
KSU Jabal Rahmah Sidoarjo?

Bagaimana implementasi dan implikasi revitalisasi dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal

Rahmah Sidoarjo?
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E. Kajian Pustaka

Tidak dapat dipungkiri kenyataan adanya karya penelitian, baik
berupa buku, jurnal, skripsi, majalah, maupun hasil penelitian lain dalam
bentuk karya tulis yang membahas usaha penyelesaian pembiayaan
bermasalah pada lembaga keuangan telah banyak dihasilkan oleh para
akedemisi, pemerhati intelektual maupun praktisi yang mempunyai
spesifikasi keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi. Namun, sampai saat ini
kajian yang memfokuskan mengenai revitalisasi pembiayaan bermasalah
untuk diaplikasikan pada koperasi syariah hampir jarang ditemukan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, terdapat

beberapa kajian ilmiah yang telah ada dan memiliki kemiripan masalah

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Anita Handayani dengan judul: Strategi Penanganan Pembiayaan
Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra
Sejahtera Subah. Menguraikan tentang strategi yang digunakan KJKS
Mitra Sejahtera dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang
meliputi: strategi pendekatan kekeluargaan digunakan sebagai bentuk
pelaksanaan Undang-Undang Perkoperasian dan wujud pelaksanaan
pemberdayaan ekonomi mikro, penyelesaian yang dilakukan di KJKS

Mitra Sejahtera menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan,
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revitalisasi yaitu cara rescheduling, bantuan manajemen, collection
agent, dan penyelesaian melalui jaminan.??

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani ini, lebih
terfokus pada strategi-strategi yang dilakukan oleh sebuah koperasi
syariah, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan hanya
akan secara khusus membahas strategi revitalisasi dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2. Denico Doly Lumban Tobing dengan judul: Penyelesaian Kredit
Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang. Dalam
penelitian ini memaparkan tentang proses penyelesaian kredit
bermasalah pada PT. Bank Danamon Tbk yang dilakukan melalui
jalur litigasi yang ditempuh dengan mengajukan gugatan pada
pengadilan negeri maupun pengadilan niaga selain juga juga melalui
jalur non litigasi.??

Pada kajian ini lebih ditekankan pada faktor-faktor yang
membedakan penyelesaian kredit bermasalah dengan jalur non litigasi
lebih optimal dibandingkan dengan jalur litigasi, selain itu juga
dipaparkan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses

tersebut.

22 Anita Handayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan
Mudharabah Di KJKS Mitra Sejahtera Subah” (Tugas Akhir--UIN Walisongo, Semarang, 2015),
73.

23 Denico Doly Lumban Tobing, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Danamon, Tbk.
Cabang Semarang” (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), 99.
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3. Masulatun Ni’'mah dengan judul: Analisais terhadap Penyelesaian
Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT.
Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya. Dalam penelitian ini menguraiakan
tentang penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah dalam
suatu kasus di Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk.
Surabaya dengan cara memberikan peringatan kepada yang
bermasalah melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2, dan SP 3,
selanjutnya jika belum membuahkan hasil maka akan diberikan
panggilan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, jika masih
tetap sama maka akan melakukan kunjungan (pendekatan) ke lokasi
untuk membicarakan penyelesaian masalah, jika masih belum mampu
menyelesaikan masalah maka diterapkankanlah rescheduling
(penjadwalan) angsuran.?*

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis
lakukan terletak pada strategi yang dilakukan dalam menganalisis
penyelesaian pembiayaan bermasalah, dalam penelitian ini bentuk-
bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT.
Bank Jatim Pusat, Tbk dianalisis secara menyeluruh mulai dari
pemberian surat peringatan hingga proses rescheduling (penjadwalan

ulang). Sedangkan penelitian penulis hanya akan menganalisis

24 Masulatun Ni’mah, “Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah
Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2015), 113-114.
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penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan koperasi dengan
strategi revitalisasi.

4. Arsyad Al-Makki dengan judul: “Pengawasan dan Pembinaan
Pembiayaan Bermasalah oleh Account Officer (Studi di PT. BPR
Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)”. Berdasarkan simpulan
yang dipaparkan, penelitian ini menekankan pada pelaksanaan
pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh Account
Officer (AO) di BPR Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo,
peran AO sangat menentukan karena mereka yang mengetaui kondisi
dan karakter debitur dan peran ini sangat ditentukan dengan kualitas
AO sendiri. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya:
kolektabilitas pembiayaan bermasalah, kunjungan ke tempat nasabah,
evaluasi pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah,
langkah-langkah atas pembiayaan bermasalah berupa tagihan
langsung ke tempat nasabah, rescheduling, reconditioning,
restructuring, off set jaminan atau eksekusi. Untuk mempermudah
pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah, AO
menggunakan analisis SWOT.?

Jadi, penelitian ini lebih mempertegas peran AO dalam
mengangani kasus pembiayaan bermasalah melalui pengawasan dan

pembinaan yang dilakukan olehnya, sehingga penelitian ini juga

% Arsyad Al-Makki, ‘Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah oleh Account Officer
(Studi di PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)” (Tesis--UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2010), 101.
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berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada penelitian
ini yang akan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah adalah
seluruh pengelola koperasi baik Manajer Koperasi, AO, dan juga
Customer Service.

5. Miftahul Jauhari Fahmi Abdullah, dengan judul: “Analisis
Implementasi Pembiayaan Mudharabah (Studi  Kritis Penentuan
Nisbah Bagi Hasil dan Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah
Bermasalah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban). Dalam
penelitian ini dihasilkan kesimpulan yakni penentuan nisbah bagi hasil
di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban dihitung dengan
menggunakan metode revenue sharing yaitu nisbah dikalikan
pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional. Selain itu juga
dijelaskan tentang penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah
yang dilakukan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban melalui 3
tahapan yaitu: penjadwalan kembali dengan cara memperpanjang
jangka waktu pelunasan, pemberian keringanan angsuran adalah
penundaan pelunasan sisa pembiayaan dengan cara memperkecil
besaran nominal angsuran, melalui eksekusi jaminan: penyelesaian
pembiayaan dengan cara mengambil alih hak milik agunan dari

nasabah.26

26 Miftahul Jauhari Fahmi Abdullah, “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudarabah (Studi
Kritis Penentuan Nisbah Bagi Hasil dan Penyelesaian Pembiayaan Mudarabah Bermasalah BMT
Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 90.
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Jadi, objek yang dikaji dalam penelitian di atas adalah proses
pengimplementasian pembiayaan murabahah dalam penentuan nisbah
bagi hasil dengan metode revenue sharing dan penyelesaian
pembiayaan mudharabah bermasalah BMT Bina Ummat Sejahtera
Cabang Tuban, sedangkan menjadi objek kajian dalam penelitian
penulis adalah implementasi dan implikasinya kebijkan revitalisasi
dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah pada produk
murabahah.

Ditinjau dari beberapa penelitian yang telah ada, jelas bahwa

penelitian ini sangat berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Dimana

kebijakan yang diberlakukan di USPPS-KSU Jabal Rahmah dalam

menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan kebijakan

revitalisasi, sedang upaya-upaya didalam merevitalisasi itulah yang akan

dianalisis penulis. Sehingga penelitian ini menfokuskan pada upaya-upaya

di dalam revitalisasi itu sendiri.

. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan
bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo.
Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian pembiayaan

bermasalah USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo.
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3. Untuk mengetahui implementasi dan implikasi revitalisasi dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal

Rahmah Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Sejalan dengan tujuan di atas diharapkan dari hasil penelitian ini
dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Aspek teoretis
Hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran khasanah keilmuan dan mengembangkan pengetahuan di
bidang ekonomi syariah khususnya yang terkait dengan manajemen
koperasi syariah dalam bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah
melalui jalur revitalisasi, serta dapat menjadikan alternatif
pembanding pada penelitian selanjutnya.
2. Aspek praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
a. Penulis
Penelitian ini akan memperluas wawasan dan pemahaman
antara hasil dalam praktek dengan teori ekonomi yang
menjelaskan strategi implementasi revitalisasai yang mampu
menjadi pemecah masalah pembiayaan macet pada USPPS-
KSU Jabal Rahmah. Selain itu diharapkan melalui penelitian

penulis dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam
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menyelesaikan Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah untuk
meraih gelar Sarjana.

b. USPPS-KSU Jabal Rahmah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/
masukan yang positif bagi praktisi USPPS-KSU Jabal Rahmah
dalam strategi implementasi revitalisasi pembiayaan
bermasalah khususnya pada produk murabahah.

c. Akademisi
Penelitian ini akan mencoba memberikan kontribusi berupa
pemikiran dan temuan temuan empirik mengenai strategi
koperasi khususnya dalam hal implementasi revitalisasi untuk
mengangani pembiayaan bermasalah, sehingga nantinya
diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam

melakukan penelitian sejenis.

H. Definisi Operasional
Skripsi ini berjudul “Implementasi Revitalisasi Pembiayaan
Bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo, untuk menghindari
kesalahpahaman terhadap pengertian judul, maka penulis akan

menjelaskan pengertian yang bersifat operasional sebagai berikut:
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Implementasi dan Implikasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai pelaksanaan atau penerapan.?’” Dalam penelitian ini penulis
akan menganalisa seperti apa penerapan dari revitalisasi dalam
menangani kasus-kasus pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal
Rahmah. Sedangkan implikasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai keterlibatan atau suatu keadaan terlibat,
sesuatu yang termasuk atau tersimpul, tetapi tidak dinyatakan. Istilah
implikasi sendiri lebih sering digunkan dalam dunia penelitian.
Pengertian implikasi penelitian adalah dampak atau konsekuensi
langsung atas temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa
juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian.?®
Dalam hal ini implikasi yang penulis maksud adalah dampak,
konsekuensi, atau akibat setelah diterapkannya kebijakan revitalisasi,
apakah akan mampu atau tidak mengatasi pembiayaan bermasalah di
USPPS-KSU Jabal Rahmah yang ditandai dengan menurun, tetap,
atau meningkatnya nilai NPF.
Revitalisasi Pembiayaan bermasalah

Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan membuat agar lebih
hidup atau lebih giat kembali.?” Pembiayaan bermasalah didefinisikan

sebagai kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan

27 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),

548.
2 Ibid., 548.
» Ibid., 1206.
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utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi
keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis
dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinyta kerugian bagi
koperasi.?® Sechingga dapat disimpulkan revitalisasi pembiayaan
bermasalah adalah upaya penataan kembali kondisi pembiayaan yang
bermasalah utamanya dalam hal pembayaran. Pembiayaan bermasalah
ini dapat digolongkan menjadi: pembiayaan tidak lancar, pembiayaan
dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan,
pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan
yang memiliki potensi merugikan pihak koperasi. Adapun bentuk-
bentuk revitalisasi pembiayaan bermasalah, yaitu:

a. Restructuring, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan koperasi
dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan
standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

b. Reschedulling, yaitu penjadwalan kembali berkaitan dengan waktu
pembayaran berupa pelunasan utang pokok maupun bagi hasil,
profit margin, maupun fée yang merupakan kewajiban dari pihak
nasabah debitur.

c. Reconditioning, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak

koperasi berupa perubahan persyaratan yang ada di dalam akad,

39 Ali Hamdan & Saifuddin, Koperasi Syariah (Surabaya: STAINA Press, 2014), 78.
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misalnya mengenai margin, nisbah bagi hasil, jaminan, dan

sebagainya.3!

3. Akad Murabahah

Murabahah didefinisikan sebagai salah satu bentuk jual beli yang
mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga
pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang
tercermin dalam harga jual.’? Karakteristik murabahah adalah bahwa
penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian
produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya

(cost) tersebut .33

. USPPS-KSU Jabal Rahmah

USPPS-KSU Jabal Rahmah merupakan koperasi syariah yang
pertama kali berdiri pada bulan Juni 2011 di Buduran-Sidoarjo yang
diprakarsai oleh Bapak Ahmad Muzakki. Sesuai peraturan terbaru
yang telah berlaku USPPS-KSU Jabal Rahmah juga harus mengubah
badan hukumnya menjadi USPPS-KSU Jabal Rahmah. USPPS-KSU
Jabal Rahmah sempat ditutup beberapa saat yang lalu tepatnya pada
tahun 2013 dikarenakan adanya benturan antara para pimpinan

koperasi yang mengakibatkan koperasi terpaksa harus ditutup lantaran

31 Abdul Ghafur Anshori, Tanya Jawab Perbankan Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,
2008), 108-109.
32 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

91.

33 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Y ogyakarta: UII Press, 2005), 13.
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sudah tak sejalan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan akhirnya
pada akhir tahun 2014 yakni di bulan Desember USPPS-KSU Jabal
Rahmah resmi berdiri kembali. Dengan alamat kantor unit kerja yang
baru USPPS-KSU Jabal Rahmah berlokasi di Jalan Melati No.12

Pulosari, Waru Sidoarjo.3*

I. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan
dihimpun dalam penelitian ini yaitu: gambaran umum USPPS-KSU
Jabal Rahmah, mekanisme pembiayaan murabahah, proses pemberian
pembiayaan  murabahah, pengawasan  pembiayaan,  kriteria
pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan
bermasalah, proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta
implementasi dan implikasi kebijakan revitalisasi dalam menangani
pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah, serta data-
data anggota pembiayaan bermasalah. Di samping itu, data penelitian
juga diperoleh dari refensi-referensi yang terkait dengan penelitian.
2. Sumber Data
Sumber-sumber data dalam penelitian ini didapat dari dua sumber

yaitu:

3% Ahmad Muzakki, Wawancara, Sidoarjo, 10 Agustus 2016.
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a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh
dari unit khusus yang menangani pembiayaan bermasalah/macet
dengan mencari data-data tertulis dan melakukan wawancara
kepada narasumber terkait, yaitu: Manajer Koperasi, Kepala
Operasional, Customer Service, dan AO (Account Officer).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak
berhubungan secara langsung dengan peneliti. Sumber ini
merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk
melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai
sumber data primer.3>

Data dan sumber data yang diperlukan oleh peneliti ini adalah
data literatur, data dokumenter, dan data empirik atau lapangan
dan buku-buku antara lain:
1) Nur S. Buchori, Koperasi Syariah.
2) Ahmad Itham Sholihin, Strategi Penanganan Pembiayaan

Bermasalah.
3) Ali Hamdan & Saifuddin, Koperasi Syariah.
4) Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di

Bank Syariah.

35 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1998), 116.
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5) Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul
Mal wat-Tamwil (BMT).
6) Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan
Syariah di Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ialah teknik pengumpulan data yang
secara riil (nyata) yang digunakan dalam suatu penelitian, bukan yang
disebut dalam literatur metodologi penelitian.?® Teknik yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda
tertulis, dalam melaksanakan metode ini peneliti mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip,
internet, notulen rapat, surat kabar, majalah, agenda dokumen,
buku-buku dan peraturan-peraturan.’’” Dalam hal ini penulis
memperoleh data dari Manajer Koperasi, Kepala Operasional, dan
AO USPPS-KSU-KSU Jabal Rahmah yang berupa data tentang
profil perusahaan yang berisi gambaran umum USPPS-KSU-KSU
Jabal Rahmah, visi misi, struktur organisasi, dan job description.

Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber-sumber berupa

36 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 10.

37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 84.
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data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan penyelesaian
pembiayaan bermasalah.
b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara
mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Untuk
melihat bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan
bermasalah melalui kebijakan revitalisasi pada produk pembiayaan
murabahah di USPPS-KSU Jabal Rahmah.

c. Interview (wawancara)

Yaitu, metode yang digunakan untuk menggali data-data
dengan tanya jawab secara face fo face kepada responden dengan
sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.’® Dalam hal ini
peneliti melakukan penelitian dengan cara bertanya langsung
kepada pihak-pihak yang terkait yakni kepada Manajer Koperasi
yang berwenang dalam menentukan kebijakan serta menangani
pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah dan pihak
yang direvitalisasi (anggota) jika diperlukan informasinya dalam
penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik

pengolahan data sebagai berikut:3°

38 Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70.
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabet, 2015), 247.
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Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih dan memusatkan hal
pokok untuk memfokuskan pada hal penting. Dalam hal ini penulis
akan mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan rumusan
masalah.
Penyajian Data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori. Data yang sering digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah bersifat naratif, ini dimaksudkan untuk
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang dipahami.*0
Penarikan Kesimpulan, yaitu peneliti berusaha menarik kesimpulan
dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang
diperolehnya dari lapangan, yang akhirnya merupakan sebuah
jawaban rumusan masalah.
Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis
adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan
yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan
dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang
ada.*!
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus.

Menurut Robert K. Yin, metode studi kasus digunakan sebagai cara

40 Ibid., 249.

41 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, Cet. 15, 2010), 427.
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untuk menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata
bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak
dengan tegas dan dimana multi sumber bukti digunakan.*> Untuk
membantu peneliti menghindari data yang tidak mengarah ke
pertanyaan-pertanyaan awal penelitian yang telah disusun sebelumnya,
ada empat komponen penting dalam desain studi kasus yaitu:*3
Pertanyaan-pertanyaan penelitian

Proposisi jika diperlukan

Unit-unit analisis
Logika yang mengaitkan data dengan proposisi

o0 o

Menurut Robert K. Yin dalam bukunya Studi Kasus Desain dan

Metode, terdapat ada empat tipe desain studi kasus yaitu:**

Desain kasus tunggal holistik

Desain kasus tunggal terjalin (embeded)
Desain multi kasus holistik

Desain multi kasus terjalin

oo o

Di sini peneliti menggunakan desain studi kasus multi kasus
holistik. Berdasarkan pemikiran Yin, multi kasus dari penelitian ini

memiliki beberapa alasan, diantaranya:*’

Penelitian berisi lebih dari sebuah kasus tunggal

Kasus-kasus tersebut berperan sebagai eksperimen ganda,
memiliki hasil yang sama atau hasil yang bertentangan dengan
yang diprekdisikan secara eksplisit pada awal penelitian.

3. Masing-masing kasus bersifat holistik.

N —

Dalam penelitian ini penulis bermaksud menunjukkan adanya

sesuatu yang dapat dipelajari dan kasus yang akan diteliti yaitu. Kasus

42 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 18.
4 Ibid., 29
4 Ibid., 46
4 Ibid., 63
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yang diteliti terdiri dari beberapa kasus, berisi kondisi-kondisi berbeda
dari masing-masing kasus yang akan diteliti, dalam hal ini yakni kasus
pembiayaan bermasalah yang ditangani menggunakan kebijakan
revitalisasi yang terdiri dari rescheduling, reconditioning, dan
restructuring. Dari masing-masing komponen tersebut akan diteliti
dengan sebuah kasus yang bersangkutan. Dalam penelitian ini dilihat
faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi dari masing-
masing kasus dan bagaimana implementasi yang sudah dilakukan oleh
USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo dalam melakukan kebijakan
revitalisasi untuk menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah. Yang
terakhir hasil dari penelitian dari masing-masing kasus tersebut akan
ditemukan jawaban akan kasus yang terjadi di lapangan yakni memiliki

hasil yang sama atau bertentangan dengan teori yang terkait.

Sistematika Pembahasan

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab, agar
memudahkan dalam pemahaman dan pemecahan masalah, sistematika
pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka,

metode penelitian, sistematika pembahasan.
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Bab kedua, merupakan pembahasan tentang landasan teori yang
merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai
alat analisis data untuk membuka wawasan dan cara berfikir terhadap dan
fenomena yang ada. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama,
deskripsi pembiayaan bermasalah terdiri dari pengertian pembiayaan
bermasalah, ciri-ciri pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab
pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan
bermasalah. Kedua, deskripsi kebijakan revitalisasi dalam pembiayaan
bermasalah yang meliputi restructuring, rescheduling, reconditioning,
prinsip umum revitalisasi pembiayaan bermasalah, kebijakan dan
prosedur revitalisasi pembiayaan bermasalah, dan pelaksanaan revitalisasi
pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan menguraikan tentang data
penelitian yang meliputi. Pertama, gambaran umum mengenai USPPS-
KSU Jabal Rahmah terkait profil perusahaan, visi, misi, dan motto
perusahaan, dasar hukum pendirian perusahaan, struktur organisasi,
produk-produk USPPS-KSU Jabal Rahmah, dan sistem dan prosedur
pemberian pembiayaan. Kedua, pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU
Jabal Rahmah meliputi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah,
penanganan pembiayaan bermasalah, dan penerapan revitalisasi
pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo

Bab keempat, menguraikan tentang analisis hasil penelitian. Pada bab

ini akan diuraikan tentang analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan
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bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah, analisis langkah-langkah
penyelesaian pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah
Sidoarjo, dan analisis implementasi dan implikasi kebijakan revitalisasi
dalam menangani pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan
juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-

pihak lain pada umumnya.



